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Penulisan Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Permasalahn yang diteliti dalam Tesis
ini mengenai pengaturan subsidi dalam ASCM, dan pengaturan tentang L PEI beserta tugas-tugasnya. Hasl|
penelitian digunakan sebagai masukan dalam pelaksaan tugas-tugas L PEI dan diharapkan tidak terjadi
pelanggaran dalam pel aksanaan tugas-tugasnya. Berkenaan dengan fungsi LPEI untuk mendukung program
ekspor nasional melalui Pembiayaan Ekspor Nasional, maka dilakukan pula penelitian tentang sejauh mana
peran LPEI dalam mendukung peningkatan ekspor nasional. Berdasarkan Pasal 1 ASCM, subsidi adalah
suatu pemberian (kontribusi) dalam bentuk uang atau finansial yang diberikan oleh pemerintah atau suatu
badan umum (public body). Subsidi dibedakan menjadi 3 kategori yaitu subsidi yang dilarang (prohibitied
subsidies), Subsidi yang dapat ditindak (actionable subsidies), Subsidi yang tidak dapat ditindak (non-
actionable subsidies). Berdasarkan hasil penelitian, ditinjau dari ketentuan Pasal 1 ASCM, sekilas L PEI
dapat dikategorikan sebagai subsidi. Namun LPEI tidak serta merta dapat dikategorikan prohibited
subsidies, perlu dilihat dulu bagaimana pelaksanaan dari tugas-tugasnya tersebut. Pel aksanaan tugas L PEI
masih dalam koridor peraturan perdagangan internasional dan orientasi usahanya masih komersial, belum
terlalu berbeda dengan Bank Ekspor Indonesia (BEI). Peran khusus L PEI sesuai Pasal 18 UU No. 2 Tahun
2009 untuk melaksanakan penugasan khusus dari pemerintah dalam rangka mendukung program ekspor
nasional atas biaya pemerintah, sampai saat ini belum dilaksanakan. Dengan demikian, sampai saat ini tugas
LPEI belum dapat dikategorikan melanggar ASCM, dikarenakan belum termasuk prohibited subsidies.
Disamping itu, Indonesia secara reguler juga menyampaikan notifikasi kebijaksanaan subsidinya untuk
memenuhi unsur tranparans yang idatur dalam peraturan perdagangan internasional.

<hr>Basic way writing this thesis using the method of normative legal research. The issue to be researched
in this thesis about subsidy arrangement in the ASCM, and setting about L PEI along with his duties. The
results are used as inputs in the implementation of tasks and expected L PEI violations do not occur in the
execution of his duties. Regarding LPEI functions to support national export program through the National
Export Financing and also conducted research on the exent to which LPEI role in supporting the national
export increase. Under Article 1 ASCM, the subsidy is a gift (contribution) in the form of money or
financial provided by the government or a public entity (public body). Subsidy divided into three categories:
prohibitied subsidies (prohibitied subsidies), actionable subsidies (actionable subsidies), non-actionable
subsidies (non-actionable subsidies). Based on the research, reviewed the provisions of Article 1 of the
ASCM, aglimpse LPEI can be categorized as a subsidy. However LPEI not necessarily be categorized as
prohibited subsidies, it should be seen first how the implementation of these tasks. Implementation tasks
LPEI not result in losses so far in other countries. LPEI task implementation is still in the corridors of
international trade rules are still the commercial and business orientation, not too different from Indonesian
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Export Bank (BEI). LPEI special rolein accordance with Article 18 of Law No. 2 Year 2009 to carry out
special assignments from the government in order to support the national export program for the cost of
government, has not been implemented. Thus, untuil thistask can not be catgorized violate LPEI ASCM,
due to not including prohibited subsidies. In addition, Indonesia also submitted a notification regular subsidy
poliies to meet the transparancy element of the rgulation of international trade.



